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KABUPATEN MAGELANG

. Nomor ; 19 Tahun 2002 Serie : A Nomor : §

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGIJAWABAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dJalam rangka meningkatkan percepatan dan
kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Dserah vang
bersih serta untuk menunjang  pelaxsanasn
pembangunan di Daerah, dipandang periu unluk
memberikan pedoman pengelolaan keuangan Daerah
yanq transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan dan
- il pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai kaidah
| { pengelolaan keuangan publik, dipandang perfu untuk
menetapkan pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dan pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner



c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang lentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Mengingat; : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jis Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tehun
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

4, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak. Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tembahan Lembaran

Negara Nomor 3568), .

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839); o

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 72

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3848), . '
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10.

11

12.

13,

14,

15.

16.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsl, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perclehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Puysat dan
Pemenntah Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1397 Tentang
Pelaporan atau Pemberitahuan Perplehan Hak Atas Tanan
dan Bangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 Tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanzh can Eangunan
Karena Hibah Wasiat;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1357 Tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Karena Pemberian Hak Pengelolaan;

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 temtanc

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins
Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Penmbangan;

Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggunglawaban Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerntah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertangggunglawaban Kepala Daerah;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah,

18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kevangan Devan Perwakilan Hakyat Daaran

19. Peraturan Pemerintah Nomaor 65 Tahun 2001 tertang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesa
Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Pepubik .
Indonesia Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 terntarg
Retribusi Daerah (Lembaran Negaraz Rzpublix Indonesa
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negzrz Regubix
Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tzhun
2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokox,
Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kena Sacan
Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kapupsten

Magelang;

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien
Magelang Nomor 24/DPRD 11/1999 Tahun 1853 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daeran

Kabupaten Magelang.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .
MEMUTUSKAN
Menetzpkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MAGELANG

TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
b. Bupati adalah Bupati Magelang.

C. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonomi lain
sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Magelang.

d. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Dzerzh, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesua
dengan kebutuhan daerah.

e Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Parwakiian Daeran
Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut DPRD.

f. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Q. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dzlam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan cengzn hak

dan kewajiban Daerah lersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

I Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atan pegawai
Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku diben
kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

j. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adaiah Bupat
yang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan
keselurunan pengelolaon Keuargan Daerah dan niempunyai kewayban
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut
kepada DPRD,

k. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola

penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan
Daerah lainnya.

. Pengguna Anggaran Daerah adalah * pejabat pemegang Kekuasaan
penggunaan anggaran Belanja Daerah. ;
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Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Bendahara Umum Daerah,

Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APED di
sgtiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerukan dana relatif cukup besar yang lidak dapat dibebankzn
dalam satu tahun anggaran. .

penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dzlam perioce
tahun anggaran tertentu.

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam penccs
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam perioce t=hun
anggaran tertentu yang menjadi kewajiban Daerah.

Kinerja Anggaran adalah Arah dan Kebijakan Umum anggaran serta Suateo
gan Prioritas anggaran yang ditetapkan bersama antara DPRD dengan
Pemarnintah Daerah sebagai dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja keuangan
Pemenintah Daerah,

Anggaran Kinerja adalah APBD yang dirancang oleh Pemerintah Daerah unfux
mengevaiuasi kinerja keuangan unit-unit kerja di lingkungan. Pemenntan
Daerah berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisa belanja dan stancar
biaya.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah cleh Pemenntan .
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesaluan Repubix
Indonesia,

Pembiayaan adalah semua Uansaksi Keuangan Daerah yang merupakan hak
dan kewajiban Daerah yang belum lerpenuhl pada tahun sebeluminya, serta
transaksl untuk menulupi atau memanfaatkan selisih antara antara
pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisas
pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen
pembiayaan.
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Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Sekarang adalah selisih lebih antara
anggaran pendapatan daerah terhadap anggaran belanja daerah dan
merupakan komponen pembiayaan.,

Barang Daerah adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak
milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber
seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnyz
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat
penyerahan uvang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnyz
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban
pihzk lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atzy
jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturen perundang-
undangan yang berlaku.,

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Dasrzh
meanerima dari pihak lain sejumiah uang atau manfaat bernilai uang sehinggs
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk
kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
‘ Pasal 2
Bupati adalah Pemagang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daeerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini Bupati mendelegasikan

sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

"
-
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Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan anggaran, Bupali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

ayat (1) Peraturan Daerah ini menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Daerah dengan surat keputusan.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola
Keuangan dan Kekayaan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

(3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan .
dan Kekayaan Daerah lainnya.

BAB III
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efekuf,

transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran

enen ¢

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
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(1)

(2)

Pasal 7

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi
dicatat dan dikelola dalam APBD.

APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah dan merupakan dokumen Daerah,

Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan acanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Jumiah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkuraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sebap sumber
pendapatan.

Jumiah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertnod
untuk setiap jenis belanja.

Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan Utndakan yang Oberakibal
pengeluaran atas beban APBD apabila tdak tersedia atau bdak cukup
teisedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Laiu dicatat sebaga: saldo awal
pada APBD Lahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan
APBD Tahun Lalu dicatal sebagai saldo awal pada perubahan APED.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Dasrah baik Penenmaan Daerah maupun Pengeluaran
Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah,
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Pasal 12

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja
Tidak Tersangka.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah untuk
penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka
lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintahan Daerah, yang dimasukkan dalam bagian anggaran pengeluaran
tidak tersangka.

Pasal 13

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yarg
tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diclokzsikan
dari sumber penerimaan APBD.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 14

Struktur APED merupakan satu kesatuan vang terchiri dari:
a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah;

¢. Pembiayaan.

Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus
anggaran,

Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut deﬁs:t
anggarar..

Jumilah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.
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Pasal 15

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a

Peraturan Daerah  ini dinnci menurut  kelompok pendapatan dan  jens
pendapatan.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurf &
Peraturan Daerah i dininci menurut organisasi, fungs, dan jenis belara

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) buruf -
Peraturan Daerah ini dinnc menurut sumber pemtrayaan

(4)  Struktur APBD dan rincian sebagaimana dimaksud da'am ayat (1), ayat (2,
dan ayat (3) Pasal ni dimuat dalam lampiran Peraturan Daeran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah iy

Pasal 16

(1) Apabia terjadi defisit anggaran Daerah dapat menganggarkan sumber-sumber
pembiayaan berupa pinjdman dan/atau kerjasama dengan pihak lan fengan
prinsip yang menguntungkan,

(2) Apabila terjadi surplus anggaran, Daerah dapat menganggarkan investas. caam
bentuk deposito, penyertaan modal dan/atau bentuk investas: lannya sepaniang
hal tersebut memben manfaat bagi peningaten palayanan kepacda masyarasat
gan Ldak mengganggu likuiditas Daerah,

(3) lovestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal i teriebih dahuly harus
mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD

Pasal 17

(1)  APBD yang disusun dengan pendekatan kinera sebagamana Gmaksud dalam
Pasal B Peraturan Dasrabh vy memuat:

a. sasaran yang dharapkan menurit fungs be'lanja.

Dipindai dengan CamScanner



12

b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan
komponen kegiatan yang bersangkutan,

c. bagian pendapatan APBD yang membiayal belanja administrasi umum,
belanja operasl dan pemeliharaan, belanja modal, belanja transfer dan
belanja tidak tersangka.

(2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, harus dikembangkan
standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 18 ‘

(1) DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan aspras
masyarakat.

(2) DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menentukan kesepzkatan tentzng
arah dan kebijakan umum APBD.

(3) Format Arah dan Kebijakan Umum APBD diatur lebih lanjut dengan Surat
Keputusan Bupati.

(4) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kesepakatan tentang arah can
kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal im,
menyusun strategi dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kond'si
ekonomi dan Keuangan Daerah,

(5) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

(6) Rancangan APCD sepagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, disuisun
dari usulan anggaran oleh Setiap Unit Kerja dengan menggunakan Stancar
Analisa Belanja dan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
oleh Bupati.

(7) Usulan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, bens

Program, Kegiatan, dan Anggaran Unit Kerfa yang dituangkan dalam
Pernyataan Anggaran (PA).

(8) Pernyataan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, antara
lain memuat visl dan misi Unit Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja,
Bidang dan Sasaran, Program Unit Kerja, Kegiatan beserta Tolok Ukur Kinerja
dan Target Kinerjanya, dan Uraian Belanja.
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(9) Format Lengkap dan cara Serta leknis pengisian Pernyataan Anggaran

sebagaimana dimaksud ayal (7) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan
Bupati.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD

Pasal 19

(1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat
persetujuan.

(2) DPRD menyetujui rancangan APBD untuk ditetapkan menjaci APED dzalam
Sidang Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.

(3) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBC paling lambat 1
(satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 20
(1) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APSD.

(2)  Apabila DPRD hanya menyetujui sebagian dari rancangan APBD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah berkewajiban
menyempurnakan rancangan APBD tersebut.

(3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalan ayat (2)

Pasal ini, harus disampaikan kembal. kepada DPRD dalam waktu selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

(4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan
penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
Pasal ini belum memperoleh persetujuan DPRD, maka pemerintah Daerah

menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan
Daerah.
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Bagian Keempat
Dokumen Anggaran

Pasal 21
Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.

Dokumen umum meliputi Nota Keuangan dan Peraturan Daerah tentang
APBD beserta lampiran-lampirannya vyang digunakan dalem proses
penyampaian rancangan dan penetapan APBD.

Dokumen teknis meliputi Pernyataan Anggaran satuan Unit Kerja yang
digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD,

Format Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dimuat dalam lampiran Peraturan
Daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kelima
Perubaharn dan Pergeseran APBD

Pasal 22

Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan
hasil guna dan daya guna.

Perubanan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ni

dilakukan sehubungan dengan:

a. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah
yang bersifat strategis ;

b. Penyesuaian akibat perubahan targel penerimaan Daerah yang
ditetapkann ;

¢. Terjadinya kebutuhan yang mendesak,

Perubahan APBD ditelapkan cengan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebalum tahun anggaran berakhir
dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir
tahun anggaran yang bersangkutan,
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(4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta iampirannya
dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini,

Pasal 23

(1) Pergeseran APBD dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil guna dan daya
’ guna Anggaran Daerah.

(2) Batasan pos-pos belanja yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan APED.

(3) Peleksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi cengan perubahan
Pernyataan Anggaran kegiatan bersanakutan dan alasan-alasan yang rasicnal

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 24

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari aji pOkoK, tunjiangan
jabatan, dan tunjangan lainnya.

' (2) Besarnya qgaji pckok Bupati dan Wakil Bupati dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Apabila Bupati atau Wakil Bupati meninggal dunia, kepada ahli waris
diberikan: i
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a. Uang Duka sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok atau apabila meninggal dalam
menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali gaji pokok.

b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 25 .

Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beseriz
peilengkapannya.

Pasal 26

Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas.

Pasal 27

Bupati mengatur penggunaan kendaraan operasional dan kekayaan Daerah lainayz.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 28

(1) Bupati, Wakil Bupati, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya
disediakan anggaran.

(2) Anggaran  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdin dan
Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya
Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Belanja
Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja
Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Cinas, dan Belanja Penunjang Operasional.

(3) Pengaturan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,
diatur dengan Surat Keputusan Bupati,
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BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 29

(1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
Uang Representasi

Uang Paket

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Komisi

Tunjangan Khusus

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Tunjangan Keluarga dan Beras

RO L B

(2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan.
(4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris
diberikan:
3. Uang Duka sebesar 3 kali Uang Representasi atau apabila meninggal
dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 kali Uang

Representasi,
b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 30
(1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu)
unit kendaraan dinas.

(2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (Satu) unit kendaraan
dinas.
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(3) Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Ketua DPRD mengatur penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga ’
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 32

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD
disediakan:

belanja pegawai;

belanja barang;

belanja perjalanan dinas;

belanja pemeliharaan

e. belanja penunjang kegiatan,

anow

(2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan DPRD .

Pasal 33

(1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja
' DPRD.

(2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretartat DPRD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari APBD.

(3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner




19

BAB VII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 34

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima
pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutzn
pendapatan tersebut,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat
diberikan upah pungut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Surat
Keputusan Bupati.

(3) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bungz
atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang can
jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan
Pendapatan Daerah.

(4) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya ke

Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1)  Bupati melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-
baiknya serta semua piutang Daerah ditagih dan dipertangunggiawabkan
tepat pada waktunya.

(2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapal menetapkan Surat Keputusan
tentang penghapusan sebagian atau seluruh plutang Daerah yang tidak
tertagih.

(3) Tata cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) pasal inl ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 36

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah lentang APBD dan ditempatkan dalam
Lembaran Daerah.

Pasal 37

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi
atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 38

(1)  Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dzn
szh mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Setiap pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APSD
bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunzan buid
tersebut.

Pasal 39
(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Apabila Gaji Pegawai Negeri Sipil dibayar oleh Pemerintah Pusat maka

pembayarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(4) Pegawal Negerl Sipll Daerah yang menduduki jabatan diberikan tunjangan
jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Pembiayaan pensiun Gaji Pegawal Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh
Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah,
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Pasal 40

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalem Pasal
12 Peraturan Daerah ini diberitahukan kepada DPRD,

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 41

(1) Pengadzan barang atau jasa dan penghapusan barang hanya dapat
dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungs
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Pgngadaan barang atau jasa dan penghapusan barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 42

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan kstentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maxa
penerimaan tersebut disator seluruhnya langsung ke Kas Dagrah.

-
’ (2) Dalam hal penghapusan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka
penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 44

(1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman
pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
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(2)  Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen,
catatan, fungsi yang lerkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah
diatur dengan Keputusan Bupat,

BAB VIII
PERHITUNGAN APBD
Pasal 45

(1)  Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungzan
APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APED dengan
rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.

(2)  Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat
selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya.

BAB IX
PERTANGGUNGIAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Dokumen Pertanggungjawaban

Pasal 46

(1) Bupati setiap akhir tahun anggaran menyusun laporan pertanggungiawaban

Keuangan Daerah dalam satu dokumen yang terdiri atas:

2. Laporan perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi
pelaksanaan APBD dengan APBD dan perhitungan selisihn beserta
penjelasan alasannya,

b. Notz perhitungan APBD yang memuat tentang kinerja kevangan dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¢. Laporan Aliran Kas

d. Neraca Pemerintah Daerah

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dilakukan secara bertahap.

(3) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inl dimuat dalam lampiran
Peraturan Daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah inl.
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Bagian Kedua
Proses Pertanggungjawaban

Pasal 47

(1) Setiap Triwulan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi pefaksanaan
APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan paling
lambat 30 hari setelah berakhir Triwulan yang bersangkutan.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dimuat pacz
lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang lidek terpisanian
dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1) Peraturan Daerah ini dibacakan Bupati kepada DPRD di cdepan Sicang
Paripurna DPRD, paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan
Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan peniaan
sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

(3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Bupati paling lambat selesa
30 hari setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
diserahkan.

(4)  Apabila sampai dengan 30 hari sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD
belum dapat diselesalkan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
tersebut dianggap diterima.

Pasal 49

(1) Pertanggungjawaban Bupati dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang
nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan
yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur
Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan.
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(2) Penilsian atas pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam Rapat
paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota DPRD.

(3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumiah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 50

(1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Bupati harus melengkapi dan/ztau
menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.

(2) Apabila Bupat tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen
pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat
mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah melalui Gubernur,

Pasal 51

(1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun
anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 30 hari setelah
laporan tersebut diserahkan.

(2) Pertanggungjawaban Bupati yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila
dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebijakan Umum
APBD,

(3) Penilzian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan,
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadii oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumiah anggota DPRD,

(4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumliah anggota
DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.
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Pasal 52

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati ditolak untuk

kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada
Menteri Dalam Negeri melalul Gubernur,

Pasal 53

(1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun  laporan
pertanggungjawaban keuangan secara periodik

(2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalzm
ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 54
(1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diakusan
dengan memperhatikan antara lain aspirasi masyarakat.

Pasal 55

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka
Bupati dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal,

(2) Satuan Pengawasan Internal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
keanggotaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati,

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan
kepada Bupati.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 56

(1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dapat dilakukan oleh sualu lembaga yang
mempunyai  tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan
kepada Bupati.

(3) DPRD dapat meminta Bupati untuk menyampaikan hasil pemerixsaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(4) Apabila diperlukan DPRD dapat meminta orang dan/atau lembaga pemeriksa
independen untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,

(5) Segala akibat yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) pasal ini, dibebankan kepada APBD.

BAB XI
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 57

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung
sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh
yang bersalah dan atau lalal.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian
segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan
terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 58

(1)  Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugl atas setiap kerugian yang
gngidb?‘ikan oleh kelalalan atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan
erah,
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(2) Penyelesalan keruglan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dilakukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

(1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri maupun perubahan atas Peraturan Dzerzn
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan Pengelolzan Ksuzngan

Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerzh
ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku
. efektif terhitung sejak 1 Januari 2003,
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Agar seliap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah
inl dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Ttd.
Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 19

@ sjdi hukum’ 2002,

Dihimpun oleh Dolluttuge
Staf Teknis SIDI Hukum Kab.Magelang
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN KEUANGAN DAERAH

UmMuM

Otonomi daersh harus disadari sebagai suatu transformasi paradigme calam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, karena Pemerintah Daerah memi i
kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengelola sumber-sumber skonom
Daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemenntahan & Deerzn
Sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandin dan
bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasiinya harus lebih diorentasien paca
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas
pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pada dasamya merupskan mancat
masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemenntahan o
Dzerah untuk melaksanakannya. Dalam rangka Otonomi Daerah, semangat
desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadh sangat
dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam
pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, periu ditetagkan pecoman yang
mengatur mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efekuf calam
rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemenintahan tedhatl bDahwa sstem
pengeiolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dani sistem pemenntahan
itu sendin, Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya
Pasal 78 sampai dengan Pasal 86, Dalam Undang-undang lerseDul dietapkan
ketentuan yang mengatur masalah perimbangan keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Melalul pengaturan lersebut diharapkan terdapatl kesembangan
yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistnbusian kewenangan, pembiayaan,
dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih bak dalam mewujudian
pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesual dinamika dan tuntutan masyarakat
yang berkembang,
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Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak
hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat, tetapl hal tersebut harus juga dimbangi dengan sejauh mana
instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan
nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatip dan

bertanggungjawab.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini digunakan oleh Kabupaten Magelang
cenderung bersifat sentralistik sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang
ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang selama ini digunakan sebagai pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang, antara lain: (1) Peraturan
Pemerintah Nomor S Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1975
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; (5) Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18
September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; (7)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tehun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam
Pengurusan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang
yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan ketentuan tersebut mempunyai
banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya
kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Magelang.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang, oleh karena itu, perlu mempunyal
instrumen untuk mengatur pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan
tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi Daerah.
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Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimaksudkan
sebagai acuan untuk penyusunan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah bagi
setiap Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karena itu, memuat ketentuan-
ketentuan yang bersifat prinsip, norma, azas, dan landasan tentang pengelolaan
dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah
tersebut, setiap Daerah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan-ketentuan
yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci melalui Peraturan
Daerah tersendini sebagai pengganti .

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini, oleh
karena itu, disusun sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Magelang untuk mengganti ketentuan dan peraturan yang selama ini digunakan.
Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa ketentuan-ketentuan pokok
pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup: sistem penyusunan,
penetapan dan pelaksanaan anggaran Daerah; tatausaha dan akuntansi keuangan
Daerah; pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Desrzh.
Sedang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rind dan
oparasional diatur dengan Surat Keputusan Bupati Magelang. Penyusunan Peraturan
Daerah ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dengan mempertimbangkan kondisi dan
kebutuhan Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai
padoman agar mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magslang yang
mengacu pada semangat desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara ain
fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi
pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi

penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan
pertanggungjawaban.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Dasrah,

Bupali mendelegasikan kewenangannya.

Ayat (2)
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salzh saty

syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Dszerzh
antara lain: Pemegang Otorisasi Surat Keputusan Otorisasi, Surat
Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban; Bendahara Umum
Daerah; Pemegang Kas Daerah; Pemegang Kas; Pemegang Daftzr
Pembukuan Administratif, Pengguna Anggaran, Penanggung Jawzb
Kegiatan dan Pemimpin Proyek.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan
semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam ‘
tahun anggaran tertentu, Dengan demikian, pemungutan semua
Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan

untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua
Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesual jumlah dan sasaran yang
ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi keglatan pengawasan dan
pemeriksaan Keuangan Daerah,

Pasal 6
Cukup jelas.
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pasal 7

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pangeluaran Daerah yang tidak berkaitan
dengan pelaksanaan Dekosentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desertralisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran y2ng
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output can
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 9
Pemerintah Daerah tidak boleh menganggarkan pengelusran tanpa
kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pambiayaannya
dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan
perkiraan minimal yang dapat dicapal untuk setiap sumber pendapatan
yang bersangkutan, Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tingai
daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Anggaran belanja tidak tersangka dikelola oleh Bendahara Umum

Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bencana sosial antara lain adanya kerusuhan
sosial; konflik etnis, ras, agama atau suku; tersebarmya wabah penyziit
menular.

pPasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara

lain rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan
hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa

tahun anggaran.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud satu kesatuan adalah bahwa dokumen APBD merupakan

rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber
pembiayaannya,

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup jelas.

pasal 15

Ayat (1)
Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daersh,  Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misainyz
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dzana Alokasi
Khusus.
Setiap jenis pendapatan selanjutnya dapat dirinci menurut ayst
pendapatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adaizh suztu
kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati
dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan lembaga t=knis
Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
Jenis belanja terdiri dari belanja administrasi umum, belanja cperasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belania
transfer dan belanja tidak tersangka. Yang dimaksud dengan Belanja
Administrasi Umum adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan Dagi
daerah dan manfaatnya tersebut tidak secara langsung dinikmall oien
masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Yang
dimaksud dengan Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Publik adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun
anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah dan
manfaatnya tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.
Yang dimaksud dengan Belanja Modal adalah pengeluaran yang
manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan Daerah, dan selanjutnya akan menambah
Anggaran Rutin untuk blaya operasional dan pemeliharaannya.

Yang dimaksud dengan Belanja Transfer adalah pengalihan uang dari
Pemerintah Daerah dengan kriteria:
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Tidak menerima secara langsung Imbal barang dan jasa seperti yang
layak terjadi dalam transaksl pembelian dan penjualan; Tidak
mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang
diharapkan pada suatu pinjaman; tidek mengharapkan adanya hasil
pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan inveslasi.
Dan Belanje Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk
pembiayaan: Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian
yang dapat membahayakan Daerah; Tagihan tahun lalu yang belum
diselesaikan dan/atau yang ltidak lersedia anggarannya pada tahun yang
bersangkutan; Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau
penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan

penerimaan.

Ayat (3)
Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain:
sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan
obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan asset daerzh

yang dipisahkan.

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerzh
antara lain: pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana
cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tzhun yang

bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan
dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk
membiayal kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah
Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak
memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupl, maka Daerah
dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang
melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat,

Ketentuan-ketentuan mengenal pinfaman daerah diatur dengan
Peraturan Daerah tersendirl,
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Ayat (2) .
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran  Kinerjz
Pemerintah Daerah yang menjadi acuan-Laporan Pertanggungiawatas
tentang kinerja Daerah.
a.  Cukup jelas.
b. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanzkan secars

bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
€.  Untuk menunjukkan hubungan antara sumber can penggunzan
dana.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adaish penilaan
kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keterhasen
yang dicapai pada setiap unit organisasi.
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit baya
yang diberlakukan di Daerah.

Pasal 18

APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat Daerah dirancang secara
terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan
umum APBD yang disusun oleh DPRD sebagaa hasil dan proses
penjaringan aspirasi masyarakat,

Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen
pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang
kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran.
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Komponen-komponen pelayanan dan Llingkat pencapaian yang
diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, termasuk kinerja
pelayanan yang telah dicapal dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Secara teknis, Arah dan Kebijakan Umum APBD disusun dengan terlebih
dulu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam tahun anggaran yang
bersangkutan untuk masing-masing bidang kewenangan Pemerintah
Daerah serta kemudian berdasarkan tujuan tersebut disusun tingkat
sasaran (tingkat pencapaian) yang diharapkan untuk masing-masing
Bidang Kewenangan dan komponen pelayanan tersebut. Arah dan
Kebijakan umum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Daerah,

Penyusunan Rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan
kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah dalam suatu tahun
anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan prioritas APBD.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAPED
dilakukan paling lambat pada bulan-bulan berikut ini dalam tahun
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan:

_ Penjaringan aspirasi masyarakat Mei — Juni
- Penyusunan dan Penentuan Kesepakatan Arah dan
Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD  Juli - Agustus
- Penyiapan Rancangan APBD September —
Oktober

Pasal 19

Ayat (1)

Rancangan APBD meliputi Nota Keuangan dan Lampiran Perda tentang
APBD yang berirsi: Ringkasan APBD, Rincian Perhitungan Anggaran
Pendapatan Daerah, Rincian Anggaran Belanja, Daftar Piutang Daerah,
Daftar Hutang Daerah, Daftar Posisi Dana Cadangan, dan Daftar
Investasi Daerah, Daftar Aktiva Tetap Daerah, Perhitungan Sisa Kas dan
Neraca Pemerintah Daerah.

Rancangan APBD disampaikan paling lambat pada bulan November
dalam tahun sebelum tahun anggaran vang bersangkutan.
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Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 20

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (9)

pPasal 21

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
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pembahasan Rancangan APBD dilakukan dalam bulan Nopember -
Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat in
hanya terbatas untuk membiayai kegiatan rutin, penyelessian kegiatan
tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang
berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang
mendesak untuk pelayanan masyarakat. Jumiah angnaran yang boish
digurakan maksimal seperduabelas dari anggaran belanja tahun laly,

tidak termasuk belanja modal, belanja transfer, dan belanja bdak
tersangka.

Cukup jelas.

Dokumen umum disampaikan kepada DPRD sebagai kelengkapan dari
rancangan APBD. _

Dokumen teknis merupakan dokumen unit kerja yang tidak disampaikan
kepada DPRD,

Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atay
Wakil Kepala Daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan
fasilitas sebagai pejabat negara.

Pasal 25
Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26
Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan
dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan haik “=pada
Pemerintah Naerah

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya anggaran biaya penunjang operasional untuk Bupati dan wakil
Bupati ditetapkan berdasarkan Kklasifikasi Pendapatan Asli Daerah

sebagai berikut:

a. Sahpai dengan Rp. 5 (lima) milyar paling rendah Rp. 125 (seratus
dua puluh lima) juta dan paling tinggi sebesar 3 persen;
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b. Diatas Rp. 5 (lima) milyar sampai dengan Rp. 10 (sepuluh) paling
rendah Rp. 150 (serautus lima puluh) juta dan paling tinggi sebesar
2 (dua) persen,

c. Diatas Rp. 10 (sepuluh) milyar sampai dengan Rp. 20 (dua puluh)
milyar paling rendah Rp. 200 (dua ratus) juta dan paling tinggi
sebesar 1,5 (satu koma lima) persen,

d. Di atas Rp. 20 (dua puluh) milyar sampai dengan Rp. 50 (ima
puluh) milyar paling rendah Rp, 300 (tiga ratus) juta dan paling
tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan) persen,

Di atas Rp. 50 (seratus lima puluh) milyar sampai dengan Fp. 150
(seratus lima puluh) milyar paling rendah Rp. 400 (empat ratus)
juta dan paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat) persen.

f. Diatas Rp. 150 (seratus lima puluh) milyar paling rendah Ep. 850
(enam ratus) juta dan paling tinggi sebesar 0,15 (nol komz Ima

2

belas) persen,
Ayat (3)
Cukup jelas.
pasal 29
Ayat (1)

a. Besarnya Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah sebagai berikut:

3. Ketua DPRD paling tinggi 60% dari gaji pokok Bupati.

b. Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% dari vang representas:
Ketua DPRD.

c. Anggota DPRD paling tinggi 80% dari uang representas: Ketua
DPRD.

b. Besainya Uang Paket paling Linggi 25% dan uang representasi yang
bersangkutan.

c. Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRD karena
kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD,
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Besarnya Tunjangan Jabatan paling tinggi 50% dari uang
representasi yang bersangkutan,

d. Tumangan Komisi adalah uang yang diberikan kepada Anggota
DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
dan Anggota Komisi.

Besarnya Tunjangan Komisi adalah sebagai berikut:
Ketua paling tinggi 20% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Wakil Ketua paling tinggr 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

¢. Sekretaris paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

d. Anggota paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
e. Tunjangan Khusus diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

f. Tumjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada Pimpinan dan
Angaota DPRD yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

g. Tunjangan Keluarga dan Beras diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan ketentuan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2) '

Tunjangan Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, ‘Vakil Ketua,
Sekretarns, dan Anggota Panitia.

Besarnya Tunjangan Panitia adalah sebagai berikut;

a. Ketua paling tinggi 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

b. Wakil Ketua paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
C.  Sekretaris paling tinggi 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

d.  Anggota paling tinggi 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
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Ayat (3)

Pasal 31

Pasal 32

Ayat (1)
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Tunjangan Kesejahteraan antara lain be

'wujud b
kesehatan dan pengobatan  yang diberikanjdal YaYa_pemelinarggy
asuransi. am bentuk jaminan

Cukup jelas.

Apabila Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, rumah isester mecas.
perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkar j@:; e
lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Dasrzi

Setara

Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinzs cisesaries
pada APBD.

Apabila Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, kencaraan Cras
diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan Deix «e=pacs
Pemerintah Daerah.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.

Pakaian Dinas terdin can Pakaian Sipil Hanan, Pakaian Sipel Resmi, 020

Pakaian Sipil Lengkap.

Cukup jelas.

pegawai adalan belanja pegawal Sexretanat

' barang dan
‘ ang adatah belan)a
denga;egi?::;:tmi‘ 0 untuk menunjang kegiatan

a. Yang dimaksud belanja
DPRD.

b. Yang dimaksud
jasa yang diperluka
DPRD;

P o
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¢. Belanja perjalanan dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan
dan Anggota DPRD yang standamya disesuaikan dengan ketentuan
perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Dasrah
golongan IV atau disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan
ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

d. Belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan
dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan
prasarana perkantoran Sekretariat DPRD, .

e. Belanja penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiztar
DPRD yang tidak tersangka dan penyediaan tenagz ah! seriz
peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2)

Besarnya belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksuc

dalam ayat (1) huruf ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan A

Daerah sebagai berikut:

h. sampai dengan Rp. 2 (dua) milyar paling rendah Rp. 75 (tujun puiuh
lima) juta dan paling tinggi 5 persen dari jumlah Pendapatan As
Daerah.

i. Diatas Rp. 2 (dua) milyar sampei dengan Rp. 5 (lima) milyar pairg
rendah Rp. 100 (seratus) juta dan pcling tinggi 4 (empat) persen
dari jumiah Pendapatan Asli Daerah,

J-  Diatas Rp. 5 (lima) milyar sampai dengan Rp. 10 sepuluh) miyar
paling rendah Rp, 200 (dua ratus) juta dan paling tinggi 3 (boa)
persen dari jumlah Pendapatan Asli Daerah.

k. Diatas Rp. 10 (sepuluhj milyar sampai dengan Rp. 20 (dua puiuh)
milyar paling rendah Rp. 300 (tiga ratus) juta dan paling binggi 2
(du3) persen dari jumiah Pendapatan Asli Daerah. é

i Diatas Rp, 20 (Gua puluh) milyar sampai dengan Rp. S0 (kma puluh)
milyar paling rendah Rp. 400 (empat ratus) juta dan paling tingg:
(satu) persen dari jumiah Pendapatan Asli Daerah,

m. Di atas Rp. 50 (lima puluh) milyar sampai dengan Rp. 150 (seratus
lima pulsh) milyar paling rendah Rp. 500 (lima ratus) juta dan
paling tinggi 0,75 (nol koma tujuh lima) persen dari jumiah
Pendapatan Asli Daerah.

n. Diatas Rp. 150 (seratus lima puluh) milyar sampai dengan Rp. 500
(lima ratus) milyar paling rendah Rp.1,125 (satu koma satu dua
lima) milyar dan paling tinggi 0,50 (nol koma lima) persen dan
jumiah Pendapatan Asli Daerah,
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pasal 33

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 34

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
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o. Diatas Rp. 500 (lima ratus) milyar paling rendah Rp. 2,5 (dua koma
lima) milyar dan paling tinggi 0,35 (nol koma tiga lima) persen dari
jumiah Pendapatan Asli Daerah.

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekut! untux
selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APED. Setelah APED
ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagar dasar
pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD. ;

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahiasen usu'an anggara
DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daeran
lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuargan DD
dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungiawacan
akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemenntahan dasran

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Semua manfaal yang bemilai uang tersebut dibukuan sebagm
Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem  pengendaban
internal yang balk terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
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pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan sural keputusan yang
berkaitan dengan kepegawalan yang formasinya sudah  ditelapkan
sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apablla rancangan APBD bidak
atau belum disetujul oleh DPRD sebagaimana dimaksud pasal 21.

Pasal 37

Surat Keputusan otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar
setiap pengeluaran atas beban APBD. .

Pasal 38

Ayat (1)
Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faklur, sural penerimaan barang,
perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tambahan penghasilan  diberikan dalam rangka peningkatan ‘
kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan
kelangkaan profesi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud Pegawal Negeri Sipll Daerah dalam ayat ini adalah
Pegawal Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemetintah Daerah mulai
1 Januari 2001,

Dipindai dengan CamScanner



47

pasal 40
Cukup jelas.

pasal 41

Cukup jelas.
pPasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintzh adalah pedoman
atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjiamin

konsistensi dalam pelaporan keuangan.
Ayat (2)

Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilzksanakan secara
bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, Daeran
tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang beriaky Saat ini.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan harus menjelasan apakah selisih antara realisasi dengan anggaran
disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendal.

pasal 46

Ayat (1)
a. Cukup jelas.

b. Nota perhitungan memual antara lain:
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Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 47

Ayat (1)

Ayat (2)

48

1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang

direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;

Kinerja pelayanan yang dicapai

Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai

administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta

belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;

4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan
sekretariat DPRD

5. Posisi Dana Cadangan

¢. Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo
kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas
selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir
tahun anggaran.

d. Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang,
dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran.
Neraca Pemerintah Daerah meliputi juga neraca setiap unit
orgamisasi yang penyusunannya berdasarkan standar akuntansi
Pemerintah Daerah
Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi
dan kesiapan Daerah.

w

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun oleh BSupati
dilakukan secara bertahap di mana pada akhir Tahun Anggaran gertama
setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib untuk menyusun
Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD dan Laporan Aliran
Kas. Pada Tahun Anggaran berikutnya Bupati wajib menyusun Laporan
Pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Perhitungan APBD, Nota
Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Pemerintah Daerah
dengan terlebih dahulu menyusun Neraca Awal Pemerintah Daerah pada
awal Tahun Anggaran tersebut. .

Cukup jelas.

Laporan dimaksudkan memuat kemajuan pelaksanaan APBD per
Triwulan,
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b, Cukup jelas.

Y Ayat (3) cukup felas.

pasal 48

Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebiakan Umum APED
didasarkan pada indikator:

1. Masukan: bagaimana lingkat atau besaran sumber-sumier yang
digunakan, sumber daya manusia, dana, material, wakly, Tesrolog
. dan sebagainya.
3 Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan largsurg oiah
kebijakan atau program berdasarkan masukan (wpul  yan

: digunakan.
3. Hasil: bagaimana tingkat pencapsian kinerja yarg charagkan
terwujud berdasarkan keluaran (owlpuf) kebiyzkan zleu o ogrem

yang sudah dilaksanakan.

4. Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang cdapal Craeian
sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemennian.

5. Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondis: makrc varns oo
dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagal bacan
dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APED supaya
. semakin efisien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan
realisasi APBD dalam ayat inl adalah penyimpangan-penyimpangan bak
dipandang dari sudut ukuran pencapaian targel maupun ukuran
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas,
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Pasal 50
Cukup jelas.

pPasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adzlan bukan
pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk mer2mn
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

ayat (2)
Khususnya aspirasi masyarakat yang tercermin dalam arah dan kebia«an
umum APBD.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan unluk
menjaga efisiensi, efeklivitas dan kehematan dalam pengeiciaan
keuangan Daerah. pengawasan internal pengelolaan Xeuangan Daerah
selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhabikan .
puld tala laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manapeme!

oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat
mempengaruhl kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayal (3)
Cukup Jelas.
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pasal 56

Ayat (1)
Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga
efisienst, efektivitas dan  kehemalan dalam pengelolaan  keuangan
Daerah. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan
pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana
penyelenggaraan program, keglatan dan manajemen oleh Pemenntah

Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mermpengaruby
kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

| . Ayat (2)
; Cukup jelas,

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayal (4) Yang dimaksud dengan orang orang dan/atau lembage ndependen
adalah ekuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebacar extermal

auditor,
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 57

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam FPasal ini adalab myata dan pae
jumishnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dan
Dagrahkepadaurangataubadanvangtidakberhakolehmlth,
setiap orang atau badan yang menenma pembayaran dermvkan tu
tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum,

Ayat (2)
. Cukup jelas.
pPasal 58

Pasal 59
Cukup jelas.

 pasal 60
" Cukup jelas.

A,
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pasal 61

Cukug jelas.

I1I1. TAMBAHAN :

Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Mei sampai dengan B Juni .
2002 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Magelang dengan Keputusan Dewan Nomor 15/DPRD/2002 tanggal 13 Juni 2002
tentang Persetujuan Penetapan Perda Pengelolaan dan Pertanggungjawzban
Keuangan Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 06
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